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ABSTRAK 
Magfira Nur Aulia, B111 13 530, Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan  
Korupsi (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2013-2015), di bawah 
bimbingan Bapak H. M. Said Karim selaku pembimbing I dan Bapak Amir 
Ilyas selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya kejahatan korupsi di kota makassar dan untuk mengetahui upaya 
yang harus dilakukan untuk menanggulangi kejahatan korupsi oleh aparat 
penegak hukum. 
Peneltian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, 
Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Menggunakan jenis penelitian dalam 
penulisan hukum ini adalah penelitian pustaka (library research) dan penelitian 
lapangan (field research). Data yang digunakan adalah data primer yang 
diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder 
yang diperoleh dari hasil studi pustaka. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa: faktor-faktor penyebab 
terjadinya kejahatan korupsi dapat diklasifikasikan atas dua faktor yaitu 
pertama, faktor internal dalam diri manusia seperti adanya niat, tidak kuatnya 
iman seseorang, keserakahan dan adanya kebiasaan untuk hidup berfoya-foya. 
Kedua, faktor eksternal yang berasal dari luar diri manusia seperti adanya 
kesempatan untuk melakukan kejahatan,adanya faktor sosial, faktor politik dan 
faktor penegakan hukum. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum antara lain: a) upaya preventif, dengan melaksanakan 
penyuluhan, seminar atau sosialisasi terkait bahaya korupsi, mewujudkan 
aparatur pemerintah yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan 
meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan KKN. b) upaya 
represif, penerapan hukuman bagi pelaku korupsi,menetapkan berbagai 
peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korupsi, penegakan hukum 
yang tegas dan tidak pandang bulu serta tidak tebang pilih sehingga dapat 
memberikan efek jera, memberikan sanksi yang berat dan sanksi tambahan 
berupa pencabutan hak-hak, mengembalikan adanya kerugian negara, 
pencekalan berpergian ke luar negeri bagi koruptor, pemblokiran rekening serta 
penyitaan aset sebagai upaya memiskinkan para koruptor.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Korupsi senantiasa dipandang sebagai penyakit menular dan 
dapat berkembang biak dalam jaringan tertentu, tidak berhenti pada 
satu jaringan melainkan berpindah dari satu jaringan ke jaringan 
lainnya hingga seluruh jaringan itu hancur. Korupsi merupakan 
kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan 
melalui teknik dan upaya yang sistematis tetapi akibat yang 
ditimbulkan dari kejahatan ini dapat merusak seluruh sistem yang 
terkena virus korupsi tersebut.1 
Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary 
crime) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit untuk mencari 
penjahatnya (crime without offender), karena korupsi berada pada 
wilayah yang sulit untuk ditembus. 
Korupsi bukan hanya sekedar merugikan keuangan, tetapi juga 
berpotensi untuk merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak 
ekonomi rakyat. Masalah korupsi yang terjadi merupakan masalah 
yang sangat menganggu dan menghambat sistem pembangunan 
                                                          
1 Mien Rukmini. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. PT Alumni. Bandung. 2006. hal 112  
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nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran 
keuangan negara.  
Korupsi bukanlah sesuatu yang asing ditelinga setiap kalangan 
masyarakat di dunia ini. Bahkan hal ini merupakan masalah terbesar di 
berbagai negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. 
Korupsi sepertinya sudah menjadi tren tersendiri hingga menjadi 
budaya yang begitu berkembang bagi kalangan masyarakat bawah 
hingga atas. Buruknya, pelaku kejahatan ini kebanyakan berasal dari 
kalangan pejabat yang mana telah mendapat kepercayaan dari 
masyarakat. Namun, dengan rasa tidak bersalahnya para koruptor 
tersebut dengan mudahnya mengkhianati kepercayaan yang telah 
masyarakat berikan pada mereka. Seenaknya koruptor berhura-hura 
dengan uang tersebut hasil dari korupsinya sementara di sisi lain 
negaralah yang harus berkorban atas ulah yang mereka lakukan dan 
negara pulalah yang harus menanggung malu atas ulah mereka. 
Hal ini menunjukkan bahwa nilai luhur dalam suatu individu 
mengalami penurunan yang begitu drastis. Tidak adanya kesadaran 
seorang individu tentang etika mengakibatkan korupsi semakin 
meningkat. Akan tetapi, bukan saja moral yang menjadi faktor yang 
mempengaruhi terjadinya korupsi tetapi masih banyak faktor lain yang 
mendukung salah satunya seperti kekuasaan.  
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Dari tahun ke tahun jumlah kasus korupsi di Indonesia terus 
mengalami peningkatan. Kasus korupsi yang telah diputus oleh 
Mahkamah Agung (MA) dari tahun 2014-2015 sebanyak 803 kasus. 
Jumlah ini meningkat jauh dibanding tahun sebelumnya. Menurut hasil 
penelitian mengungkap bahwa ada 803 kasus yang menjeret 967 
terdakwa korupsi. Jika dikalkulasikan sejak tahun 2001 hingga 2015, 
kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) pada 
tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Di 
lain pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada periode tersebut 
mencapai 3.109. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding 
dengan data pada tahun 2001-2009 dimana kasus korupsi yang telah 
inkrah berjumlah 549 dengan 832 terpidana. 
Sementara itu, politikus dan swasta tercatat sebagai pelaku 
terbesar untuk kasus korupsi. Totalnya sekitar  1.420 terpidana. 
Sedangkan jumlah pelaku korupsi pegawai negeri sipil (PNS) 
mencapai 1.115 terpidana. Analisis penelitian tersebut menyebutkan 
pula total nilai korupsi oleh politikus dan swasta mencapai Rp. 50,1 
Triliun. Selain itu, penyuapan merupakan modus korupsi yang paling 
banyak dilakukan. Dari jenis korupsi yang ditangani Komisi 
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Pemberantasan Korupsi (KPK), modus korupsi mencapai 242 atau 
sekitar 48 % pada tahun 2015.2 
Dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi, maka diharapkan 
pemerintah lebih bekerja keras lagi untuk dapat memberantas tindak 
pidana korupsi tersebut yang semakin meningkat tiap tahunnya. 
Memberantas korupsi memanglah pekerjaan yang tidak mudah untuk 
dilakukan. Bukan saja pemerintah yang harus menanggung beban 
untuk memberantas tindak pidana korupsi melainkan sangat 
diperlukan peran serta seluruh kalangan masyarakat demi 
mewujudkan cita-cita bangsa yakni kesejahteraan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. 
Upaya pemberantasan korupsi telah mulai direalisasikan 
dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alasan mengapa dilakukan 
pergantian undang-undang korupsi dari Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1971  menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dalam diktum 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut : 
 
                                                          
2 Rita Ayuningtyas. Kasus Korupsi di Indonesia Menggila. 
http://m.liputan8.com/news/read/2477342/kasus- korupsi-di-indonesia-menggila 
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“Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat, karena 
itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih 
efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana 
korupsi.” 
 
Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah di ubah menjadi 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Lahirnya undang-undang ini diharapkan dapat mewujudkan 
kesejahteraan rakyat, menanggulangi sifat jahat yang terkandung 
dalam korupsi tersebut serta memajukan kesejahteraan umum yang 
berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Transparency 
International Indonesia (TII) yang didukung Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasioanal (Bappenas) dan Komisis Pemberantasan 
Korupsi (KPK) yang dilakukan di 11 (sebelas) kota di Indonesia antara 
lain Kota Pekanbaru, Kota Semarang, Kota Banjarmasin, Kota 
Pontianak, Kota Makassar, Kota Manado, Kota Medan, Kota Padang, 
Kota Bandung, Kota Surabaya dan Kota Jakarta. 
Dari survey tersebut diperoleh hasil kota yang memiliki skor 
tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 adalah Kota Kota 
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Banjarmasin dengan skor 68. Kemudian yang paling rendah adalah 
Kota Bandung dengan skor 39. Sementara itu, Kota Makassar berada 
di urutan ke 9 dengan perolehan skor 48. 
Dengan demikian berdasarkan pembahasan di atas, maka 
penulis memilih judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Korupsi (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2013-2015)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan 
di atas, maka dapat disimpulkan 2 (dua) rumusan masalah sebagai 
berikut : 
1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan korupsi di 
Kota Makassar ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan korupsi oleh 
aparat penegak hukum di Kota Makassar ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
korupsi di Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan 
kejahatan korupsi oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar. 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa fakultas hukum pada 
umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum pidana pada 
khusunya. 
2. Dapat menjadi bahan masukan sekaligus kritik yang membangun 
bagi aparat penegak hukum. 
3. Menjadi bahan bacaan dan sebagai salah satu sumber 
pengetahuan bagi masyarakat umum yang peduli terhadap 
masalah hukum utamanya dalam hal pemberantasan korupsi. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi 
Perancis.  Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang 
berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka 
kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. 
Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa Criminology is the 
body of knowledge regarding delinquency and crime as social 
phemonema (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala social).3 
J. Constant mengemukakan bahwa Kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi 
sebabmusabab terjadinya kejahatan dan penjahat.4 
                                                          
3 A.S.Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi. Makassar. hal 1 
 
4 Ibid hal 2 
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Kemudian menurut W. A. Bonger, Kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya.5  
Menurut WME. Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan 
yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.6 
Kriminologi dalam pandangan Edwin H. Sutherland dan Donald 
R. Cressey, dibagi menjadi tiga cabang utama:7 
a. Sosiologi Hukum (sociology of law) cabang kriminologi ini 
merupakan analisis ilmiah atas kondisi-kondisi 
berkembangnya hukum pidana. Dalam pandangan sosiologi 
hukum, bahwa kejahatan itu dilarang dan diancam dengan 
suatu sanksi. Jadi yang menentukan suatu perbuatan itu 
merupakan kejahatan, adalah hukum. 
b. Etiologi Kejahatan merupakan cabang kriminologi yang 
mencari sebab-musabab dari kejahatan. 
c. Penologi merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan baik bersifat represif maupun 
preventif. 
 
Kemudian Bonger membagi kriminologi menjadi lima cabang, 
yakni:8 
a. Criminal Antropology, merupakan ilmu pengetahuan tentang 
manusia yang jahat (Somatios) dan ilmu ini memberikan 
suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam 
tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, misalnya 
                                                          
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Yesmil Anwar Adang. Kriminologi. PT Refika Aditama. Bandung. 2010. hal 6 
8 Ibid. hal 7 
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apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan 
kejahatan. 
b. Criminal Sociology, ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini 
adalah sampai dimana letak sebab-musabab kejahatan 
dalam masyarakat. 
c. Criminal Psychology, Ilmu pengetahuan tentang penjahat 
yang dilihat dari sudut jiwanya. 
d. Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yakni suatu ilmu 
tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. 
e. Penologi, ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam 
hukum pidana. 
 
Di samping itu, Bonger juga mengatakan bahwa ada “ 
kriminologi terapan “ dalam bentuknya dibagi menjadi tiga bagian:9 
a. Higiene Kriminal, yakni usaha yang bertujuan untuk 
mencegah terjadinya kejahatan. 
b. Politik Kriminal, yakni usaha penanggulangan kejahatan 
dimana suatu kejahatan telah terjadi. 
c. Kriminalistik (Police Scientific), merupakan ilmu tentang 
pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan 
kejahatan. 
 
Menurut Herman Mannheim, kriminologi dibedakan dalam arti 
sempit yang tujuan utamanya adalah kriminologi difokuskan pada 
mempelajari kejahatan, dan kriminologi dalam arti luas difokuskan 
pada kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang 
berkaitan dengan masalah kejahatan dan masalah-masalah yang 
berkaitan dengan prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat 
non-punit.10 
                                                          
9 Ibid. hal 8 
10 Ibid. hal 9 
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Stephan Hurwitz berpendapat bahwa kriminologi sebagai 
bagian dari “Criminal Science” yang dengan penelitian empiriknya atau 
nyata berusaha untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor 
kriminalitas (etiology of crime). Kriminologi dalam pandangan Hurwitz, 
sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu 
pengetahuan yang sedemikian dan beraneka ragam, sehingga tidak 
mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.11 
Wilhem Sauer mengatakan kriminologi merupakan ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan 
bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga yang menjadi objek dalam 
penelitian kriminologi adalah perbuatan individu serta 
perbuatan/kejahatan.12 
Wolfgang dan Johnston dalam The Sociology of Crime and 
Deliquency, memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan 
tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan 
pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-
keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan 
                                                          
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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dengan kejahatan, pelaku  kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap 
keduanya.13 
B. Kejahatan 
Istilah kriminal berasal dari kata Crimen yang berarti kejahatan. 
Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah 
perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat misalnya 
pembunuhan, pencurian, pemalsuan surat-surat, penyerobotan yang 
dilakukan oleh manusia. Sampai sekarang belum ada kata sepakat di 
antara para kriminolog tentang definisi kejahatan. Hal ini sesuai 
dengan pendapat J.E. Sahetapy sebagai berikut:14 
Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu 
pengertian dan penamaan yang relatif mengandung variabilitas dan 
dinamik serta berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif 
maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas 
masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial. 
 
Definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yang 
berbeda, antara lain:15 
1. Dari sudut pandang  hukum (a crime from the legal point of 
view). 
Kejahatan merupakan setiap tngkah laku yang melanggar 
hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan 
                                                          
13 Ibid. hal 10 
14 Muhadar. Viktimisasi Kejahatan Pertanahan. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2006. hal 25 
15 A.S.Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi. Makassar. hal 16 
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sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-
undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan. 
Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang 
wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, 
perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan 
melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan 
pidana Indonesia. Tetapi dalam sudut pandang agama, adat 
sitiadat maupun kesusilaan ini perbuatan yang tidak baik, 
namun perbuatan ini tetap bukan kejahatan dilihat dari 
definisi hukum. 
2. Dari sudut pandang masyarakat (a crime from sociological 
point of view). 
Kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan 
yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam 
masyarakat. 
Contoh dalam hal ini bila ada seorang muslim meminum 
minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan 
dosa ( kejahatan ) dari sudut pandang masyarakat islam, 
namun dari sudut pandangan hukum bukanlah kejahatan. 
Menurut Sutherland bahwa ciri pokok dari kejahatan yakni 
perilaku yang dilarang oleh negara, oleh karena merupakan perbuatan 
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yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi 
dengan pidana sebagai upaya pamungkas.16 
Richard Quiney menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu 
rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh alat-alat 
berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi, 
dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.17 
Thorstein Sellin mengemukakan bahwa kejahatan adalah 
pelanggaran norma-norma kelakuan yang tidak harus terkandung di 
dalam hukum. Jadi singkatnya, kejahatan hanyalah suatu penamaan 
saja.18 
Emile Durkheim berpendapat bahwa kejahatan merupakan 
suatu gejala yang normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan 
heterogenitas dan perkembangan sosial dan oleh karena itu tidak 
mungkin dapat dimusnahkan sampai habis.19 
Marshall B dan Richard Quinney membagi kejahatan atas 
delapan tipe yaitu:20 
1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi 
bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan 
pemerkosaan. Para pelanggar hukum tidak menganggap diri 
mereka sebagai penjahat dan mereka seringkali belum 
                                                          
16 Muhadar.Op.cit. hal 26 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Ibid. hal 28 
20 Ibid. hal 31 
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pernah melakukan kejahatan sebelumnya, melainkan 
keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya. 
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-
waktu, termasuk di dalamnya antara lain pencurian 
kendaraan bermotor. Pelanggar hukum tidak selalu 
memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu 
memberikan pembenaran atas kejahatannya. 
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan 
tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang 
berkedudukan tinggi. Pelanggar hukum tidak memandang 
dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran 
bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan 
sehari-hari juga karena perbuatannya seringkali dapat 
ditoleransi oleh kawan-kawannya.  
4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, 
sabotas dan sebagainya. Sipelanggar hukum melakukannya 
apabila ia merasa bahwa perbuatan ilegal itu sangat penting 
dalam mencapai perubahan yang diinginkan dalam 
masyarakat. Walaupun perbuatan ini memperoleh dukungan 
dari kelompoknya  tetapi masyarakat secara keseluruhan 
melakukan reaksi sosial yang kuat apabila perbuatan itu 
dipandang sebagai ancaman bagi masyarakat yang 
bersangkutan. 
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum 
memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus 
menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat.  
6. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain 
perampokan dan bentuk-bentuk pencurian termasuk di 
dalamnya pencurian dengan kekerasan dan pemberatan 
pelanggar hukum melakukannya sebagai suatu partmen 
carier dan sering kali untuk menambahkan penghasilan sah 
melalui kejahatan. 
7. Kejahatan terorganisasi yang meliputi antara lain 
pemesaran, pelacuran dan perjudian. Pelaku dari eselon 
memandang bahwa dirinya sebagai penjahat dan 
mempunyai hubungan dengan kelompok penjahat lainnya, 
juga terasing dari masyarakat luas, tetapi para eselon 
atasnya tidak berbeda dengan masyarakat lain dan bahkan 
seringkali bertempat tinggal di lingkungan pemukiman yang 
baik. 
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai satu cara 
hidup seseorang. Mereka memandang dirinya sendiri 
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sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat lain serta 
mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan.  
 
C. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam 
hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit, meskipun tidak ada 
penjelasan resmi tentang apa yang dimkasud dengan strafbaar feit  itu. 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata yakni straf, baar dan feit. Straf  
diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar 
diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit  
diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.21 
Ada beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana adalah:22  
Menurut Pompe “strafbaar feit” secara teoritis dapat 
merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap 
tertib hukum) yang sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap 
pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan 
terjaminnya kepentingan hukum. 
Van Hammel merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu 
serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. 
                                                          
21 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. hal 69 
22 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. PT Refika Aditama. Bandung. 2011. hal 
97 
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Menurut Simons, “strafbaar feit”  itu sebagai suatu tindakan 
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan 
atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum. 
Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa 
pidana yang sering juga ia sebut dwlik, karena peristiwan itu suatu 
perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-
negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 
perbuatan atau melalaikan itu). 
 Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan 
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.23 
R. Tresna menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa 
peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 
perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan 
tindakan penghukuman.24 
J.E Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana adalah 
perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan 
                                                          
23 Adami Chazawi, Op.cit. hal 72 
24 Ibid. hal 72-73 
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kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan.25 
Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu 
adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman 
pidana.26 
H.J Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh 
dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan 
keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, 
asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.27 
Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah 
suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang 
dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-
undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan 
oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).28 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya 
dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut 
undang-undang.  
                                                          
25 Ibid. hal 75 
26 Ibid. 
27 Ibid.  
28 Erdianto Effendi. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. PT Refika Aditama. Bandung. 2011. hal 
99  
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Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana 
sebagai berikut:29  
a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia. 
b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman 
oleh undang-undang. 
c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan 
hukum). 
d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 
 
Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur 
tindak pidana meliputi:30  
a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif. 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh 
undang-undang. 
c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum. 
d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan. 
e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Sedangkan menurut EY. Kanter dan  SR. Sianturi, unsur-unsur 
tindak pidana adalah:31  
a. Subjek. 
b. Kesalahan. 
c. Bersifat melawan hukum. 
d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam 
dengan pidana. 
e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
                                                          
29 Ibid. hal 98 
30 Ibid. hal 99 
31 Ibid. 
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Menurut R.Tresna, tindak pidana terdiri dari tiga unsur-unsur 
yakni:32  
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia). 
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
c. Diadakan tindakan penghukuman. 
 
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan 
penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap 
perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman 
(pemidanaan). 
Vos berpendapat unsur-unsur tindak pidana adalah:33  
a. Kelakuan manusia. 
b. Diancam dengan pidana. 
c. Dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Dilihat pada unsur-unsur dari tiga batasan tersebut, tidak ada 
perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia 
yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana 
bagi yang melakukannya.  
Jonkers merincikan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai 
berikut:34  
a. Perbuatan (yang); 
b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
 
                                                          
32 Adami Chazawi, Op.cit. hal 80 
33 Ibid. 
34 Ibid. hal 81 
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c. Kesalahan (yang dilakukan oleh yang dapat); 
d. Dipertanggungjawabkan. 
 
Sementara itu, Schravendijk merincikan pula unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut:35  
a. Kelakuan (orang yang); 
b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
c. Diancam dengan hukuman; 
d. Dilakukan oleh orang (yang dapat); 
e. Dipersalahkan/kesalahan. 
 
Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, 
namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang 
mengenai diri orangnya. 
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Teori penyebab terjadinya kejahatan di pandang dari sudut 
sosiologis dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:36   
1. Teori Anomie 
Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh besar pada 
perkembangan teori ini yaitu : 
1. Emile Durkheim 
Ahli Sosiologis Perancis Emile Durkheim (1858-1917), 
menekankan pada “normlessness, lessens social control” yang berarti 
                                                          
35 Ibid. 
36 A.S.Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi. Makassar. hal 45 
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mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang 
berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang 
menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan 
norma, bahkan kerapkali terjadi konflik norma dalam pergaulan. 
Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai 
kondisi yang mendorong sifat individualitas (memenangkan diri 
sendiri/egois) yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. 
Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat 
sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern 
dan kota, maka kedekatan (intimacy) yang dibutuhkan untuk 
melanjutkan seperangkat norma-norma umum (a common set of rules) 
akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum, tindakan-tindakan 
dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan 
dengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara 
bertahap akan runtuh dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomi. 
2. Robert Merton 
Robert Merton dalam “social theory and social structure” 
pada tahun 1957 yang berkaitan dengan teori anomi Durkheim 
mengemukakan bahwa anomie adalah suatu kondisi manakala tujuan 
tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain 
anomie is a gap between goals and means creates deviance. Masalah 
sesungguhnya tidak diciptakan oleh  sudden social change tetapi oleh 
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social structure yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk 
mencapainya. 
Teori anomi dari Merton menekankan pentingnya dua unsur 
penting di setiap masyarakat, yaitu cultural aspiration atau culture 
goals dan institusionalised means atau accepted ways. Dan disparitas 
antara tujuan dan sarana  inilah yang memberikan tekanan (strain). 
Merton mengemukakan bentuk kemmungkinan penyesuaian 
atau adaptasi bagi anggota masyarakat untuk mengatasi strain (mode 
of adaptation), yaitu : 
a. Conformity, merupakan perilaku yang terjadi manakala 
tujuan dan cara yang sudah ada dimasyarakat diterima 
dan melalui sikap itu seseorang mencapai keberhasilan. 
b. Innovation, terjadi ketika masyarakat beralih 
menggunakan illegitimate means atau sarana-sarana 
yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau 
halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui 
sukses ekonomi tersebut. 
c. Ritualism, adanya penyesuaian diri dengan norma-norma 
yang mengatur instutionalized means, dan hidup dalam 
batas-batas rutinitas hidup sehari-hari. 
d. Retreatism, mencerminkan mereka yang terlempar dari 
kehidupan kemasyarakatan. 
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e. Rebbelion, adaptasi orang-orang yang tidak hanya 
menolak,  tetapi juga berkeinginan untuk mengubah 
sistem yang ada ( demonstrasi ). 
2. Teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories) 
Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian 
kepada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan 
orang melakukan aktivitas kriminal. Cultural deviance theories 
memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada 
lower class. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah 
yang menentukan tingkah laku di daerah-derah kumuh menyebabkan 
benturan dengan hukum-hukum masyarakat. 
Tiga teori utama dari cultural deviance theories, adalah : 
a. Social disorganization 
Memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang 
angka kejahatannya tunggi yang berkaitan dengan 
disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh 
industialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan 
urbanisasi. 
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b. Different association 
Teori Sutherland ini merupakan pendekatan individu 
mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, 
karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi 
penjahat. Dan bahwa individu atau kelompok individu 
yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya 
yang melanggar hukum. 
c. Cultural conflict 
Teory ini menjelaskan keadaan masyarakt dengan ciri-ciri 
sebagai berikut : 
1. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan. 
2. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai 
daerah yang satu sama lain berbeda dan bahkan ada 
yang saling bertentangan. 
3.  Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory) 
Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada 
setiap persprektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku 
manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk 
kepada pembahasan deliquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan 
variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, 
pendidikan dan kelompok dominan. 
Ada beberapa tokoh dari teori kontrol sosial yaitu : 
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1. Albert J. Reiss, Jr. 
Reiss juga membedakan dua macam kontrol yaitu 
pertama, personal control (internal control) adalah kemampuan 
sesorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya 
dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. 
Kedua, social control atat kontrol eksternal adalah kemampuan 
kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk 
melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. 
2. Ivan F. Nye 
Nye telah mengemukakan teori sosial kontrol tidak 
sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan 
penjelasan yang bersifat kasuistis. Nye pada hakikatnya tidak menolak 
adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultural dalam 
proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus deliquency menurut Nye 
disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial 
yang tidak efektif. 
Menurut Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu : 
1. Direct control which come from discipline, restrictions, 
punishment. 
2. Internalized control which is the inner control from 
conscience. 
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3. Indirect control which is exerted by not wanting to 
hurt or go against the wishes of parents or other 
individuals whom the person identifies. 
4. The availability of alternative means to goals and 
values. 
E. Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata 
sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara.37  
Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat 
dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai 
upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau 
sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan 
semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang 
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan 
hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan 
hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum 
itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu 
untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 
                                                          
37 www.Jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf 
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sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, 
apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk 
menggunakan daya paksa.38 
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut 
objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga 
mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan 
hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di 
dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu 
hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis 
saja.39 
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak 
pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di 
dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap 
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk 
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian 
pergaulan hidup.40 
  Di dalam kehidupan manusia pada dasarnya memiliki 
pandangannya masing-masing mengenai baik atau buruknya sesuatu. 
                                                          
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 
Jakarta, hlm.5 
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Di dalam penegakan hukum, diperlukannya keserasian antar nilai-nilai 
kehidupan. Contohnya nilai ketertiban dengan nilai ketentraman 
diperlukan penyerasian antara dua nilai ini, sebab nilai ketertiban bertitik 
tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya 
adalah kebebasan. Didalam kehidupan, maka manusia memerlukan 
keterikatan maupun kebebasan didalam wujud yang serasi.  
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan 
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi 
mempunyai unsur penilaian sendiri.  Dengan mengutip pendapat 
Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya 
diskresi berada diantara hukum dan moral.41Oleh karena itu gangguan 
terhadap penegakan hukum akan terjadi apabila ada ketidakserasian 
antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. 
Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan 
perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia 
kecenderungan adalah demikian. 
 
 
  
                                                          
41 Ibid. hal 7 
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F. Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 
Tindak pidana korupsi dalam bahasa latin disebut corruptio atau 
corruptus. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari 
bahasa latin yaitu  “corruptio” atau “corruptus” yang kemudian muncul 
dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu 
“coruption” dalam bahasa belanda “korruptie” yang selanjutnya muncul 
pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yaitu korupsi yang 
dapat berarti suka disuap.42 
Pengertian tindak pidana menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia korupsi sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang 
negara (perusahaan) unruk keuntungan pribadi atau orang lain.43 
Mohtar Mas’oed, mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai 
perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan publik 
karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status 
bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik.44 
Menurut Eggi Sudjana, tindak pidana korupsi adalah 
kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan 
dari kesucian, kata-kata bernuansa menghina atau memfitnah, 
penyapan, niet ambtelijk corruptie atau yang dalam bahasa Indonesia 
                                                          
42 Kristian dan Yopi Gunawan. Tindak Pidana Korupsi. PT Refika Aditama. Bandung. 2015. hal 19 
43 Wojo Wasito, Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jogjakarta. 2001. hal 597 
44 Kristian dan Yopi Gunawan. Op.cit. hal 22 
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kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, 
penerimaan uang, sogok dan sebagainya.45 
Baharuddin Lopa mengemukakan pengertian umum tentang 
tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan 
dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-
perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau 
perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan 
rakyat.46  
Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan : 
 “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu koorporasi yang 
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 
20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 
 
Vito Tanzi dalam tulisannya yang berjudul Corruption, 
Governmental Activities, and Markets, menyatakan bahwa tindak 
pidana korupsi adalah perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam 
pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh 
                                                          
45 Ibid. hal 23 
46 Ibid. 
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perorang di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari 
aturan yang berlaku.47 
James C. Scoot memiliki pemberian bahwa tindak pidana 
korupsi meliputi penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan 
standar, yaitu melanggar atau bertentangan dengan hukum untuk 
memperkaya diri sendiri.48 
Menurut Piers Beirne dan James Messerschmidt, terdapat 4 
(empat) tipe tindak pidana korupsi yang sangat berkaitan erat dengan 
kekuasaan. Keempat tipe tersebut sebagai berikut:49  
a. Political Bribery 
Political Bribery adalah bentuk tindak pidana korupsi yang 
berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif sebagai 
pembentuk undang-undang. Secara politis, badan tersebut 
dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang 
dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan 
dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha 
berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat 
aturan yang menguntungkan mereka. 
b. Political Kickbacks 
Political Kickbacks yaitu bentuk tindak pidana korupsi berupa 
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak 
pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan 
pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan 
banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 
c. Election Fraud 
Election Fraud adalah tindak pidana korupsi yang berkaitan 
langsung dengan kecurangan pemilihan umum. 
d. Corrupt Campaign Practices 
                                                          
47 Ibid.  
48 Ibid. 
49 Ibid. hal 25 
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Corrupt Campaign Practices adalah praktik kampanye 
dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara 
oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. 
 
Pendapat lain dikemukakan Syeh Hussein Alatas dalam 
bukunya The Sociology of Corruption mengemukakan pengertian 
korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam 
aktivitas korupsi yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah 
kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-
norma, tugas, dan kesejahteraan umum dibarengi dengan 
kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar 
biasa akan akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, 
“corruption is the abuse of trust in the interest of private gain” yang 
pengertiannya penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi50. 
Lebih lanjut Syeh Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri 
dari korupsi, yaitu:51  
a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 
b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, 
kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam 
berurat berakar, sehingga individu-individu yang berkuasa, 
atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak 
tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka. 
c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan 
timbal balik. 
                                                          
50 Chaeruddin DKK. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. PT Refika 
Aditama. Bandung. 2008. hal 2 
51 Elwi Danil. Korupsi : Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya. PT RajaGrafindo Persada. 
Jakarta.2011.hal 7 
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d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya 
berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan 
berlindung di balik pembenaran hukum. 
e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang 
menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan 
mereka yang mampu untuk memengaruhi keputusan-
keputusan itu. 
f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan. 
g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan 
kepercayaan. 
h. Setiap bentuk korupsi meliputi fungsi ganda yang kontradiktif 
dari mereka yang melakukan tindakan itu. 
i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan 
pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi 
 Secara umum, unsur-unsur mengenai suatu perbuatan yang 
dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi terdapat pada Pasal 2 
dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsurnya sebagai 
berikut : 
Pasal 2 Ayat (1) : 
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau 
perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling 
sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah)”. 
 
Dilihat dari bunyi pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak 
pidana korupsi sebagai berikut : 
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a. Setiap Orang. 
b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. 
c. Dengan cara melawan hukum. 
d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian 
Negara. 
Pasal 3 : 
“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenanganm kesempatan atau sarana yang ada padanya 
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah)”. 
 
Dilihat dari bunyi pasal tersebut, maka unsur-unsur tindak 
pidana korupsi sebagai berikut : 
a. Setiap Orang. 
b. Dengan Tujuan. 
c. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi. 
d. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. 
e. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara. 
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3.  Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka subjek hukum tindak 
pidana korupsi adalah : 
1. Pegawai Negeri 
Pengertian pegawai negeri berdasarkan UU Nomor 20 
Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2)  adalah : 
a. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang 
Kepegawaian. 
b. Pegawai negeri sebagaimana dinaksud dalam Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana. 
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan 
negara atau daerah. 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu 
korporasi yang menerima bantuan dari keunangan 
negara atau daerah. 
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain 
yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara 
atau masyarakat. 
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Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 1999 
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian yang dimakud dengan pegawai negeri adalah : 
“Setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi 
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang 
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi 
tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku”.  
 
Dalam Pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 
menentukan bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah : 
Ayat (1): 
a. Orang yang dipilih dalam pemilihan umum (anggota 
MPR/DPR, DPRD Tk.I dan DPRD Tk.II) 
b. Orang-orang yang diangkat menjadi anggota badan 
pembentuk Undang-undang. 
c. Anggota badan pemerintahan. 
d. Badan perwakilan rakyat. 
e. Kepala rakyat Indonesia asli. 
f. Kepala golongan timur asing. 
Ayat (2) : 
a. Hakim. 
b. Hakim Administratif (majelis perpajakan dll). 
c. Ketua/anggota peradilan agama, dan 
Ayat (3) :  
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a. Semua anggota Tentara Nasional Indonesia (angkatan 
darat, angkatan laut dan angkatan udara). 
2. Korporasi. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korporasi adalah 
kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik 
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 
Ketika Suatu korporasi menjadi subjek tindak pidana maka 
terdapat 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, sebagai 
berikut : 
- Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah 
yang bertanggungjawab. 
- Korporasi sebagai pembuat dan pengurus 
bertanggungjawab. 
- Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang 
bertanggujawab. 
3. Setiap Orang. 
Yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan Pasal 1 ayat (3) 
UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
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Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk 
korporasi. 
Ketentuan ini menghendaki bahwa yang disebut sebagai 
pelaku tindak pidana korupsi adalah siapa saja baik pejabat 
pemerintah maupun pihak swasta yang secara melawan 
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara. 
4. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi 
Dalam buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 
tujuh macam. Adapun penjelasannya sebagai berikut:52 
a. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. 
Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi menjadi 2 
bagian yaitu : 
1). Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan 
dapat merugikan keuangan negara. 
Dalam Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dirumuskan 
jenis korupsi sebagai berikut : 
                                                          
52 Komisi Pemberantasan Korupsi. Memahami Untuk membasmi. Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Jakarta. 2006.  
hal 24-94 
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(1).“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu 
koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp .200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 
(2).”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan 
tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 
 
2). Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan 
diri sendiri dan dapat merugikan Negara.   
Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 20 
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagai berikut : 
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain atau korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau 
sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan 
denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) dan paling banyak  Rp.1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah)”.  
 
b. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap 
Suap- menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau 
menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat 
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pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu 
yang bertentangan dengan kewajiban. Jenis korupsi ini 
diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : 
a. Pasal 5 ayat (1). 
b. Pasal 5 ayat (1) huruf b. 
c. Pasal 5 ayat (2).  
d. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. 
e. Pasal 6 ayat (2) 
f. Pasal 11. 
g. Pasal 12 huruf a dan b. 
h. Pasal 13. 
c. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan 
Yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan 
menurut Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: 
“Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan 
menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus 
atau untuk sementara waktu, dengan sengaja 
menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan 
karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat 
berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain 
atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.  
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Tindak pidana korupsi yang termasuk dalam kelompok 
penggelapan dalam jabatan tersebut diatur dalam beberapa 
Pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut : 
a. Pasal 9. 
b. Pasal 10 huruf a. 
c. Pasal 10 huruf b. 
d. Pasal 10 huruf c. 
d. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan 
Pemerasan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi 
adalah pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau 
penyelenggara negara yang memenuhi unsur dalam Pasal 
12 huruf e, huruf f dan huruf g UU Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi yang 
berkaitan dengan pemerasan dapat dikelompokkan atau 
digolongkan menjadi beberapa bentuk, yaitu :53  
a. Pemerasan oleh pegawai negeri 
                                                          
53 Kristian dan Yopi Gunawan. Tindak Pidana Korupsi. PT Refika Aditama. Bandung. 2015. hal 173 
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b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
memeras pegawai negeri atau penyelenggara negara 
lainnya. 
c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dalam 
tugasnya melakukan pemerasan. 
e.  Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang 
Pengaturan tindak pidana korupsi yang terkait dengan 
perbuatan curang diatur secara tegas dalam beberapa Pasal 
dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas 
UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Hal ini diatur dalam berbagai Pasal sebagai 
berikut : 
a. Pasal 7 ayat (1) huruf a. 
b. Pasal 7 ayat (1) huruf b. 
c. Pasal 7 ayat (1) huruf c. 
d. Pasal 7 ayat (1) huruf d. 
e. Pasal 7 ayat (2). 
f. Pasal 12 huruf h. 
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Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi yang 
berkaitan dengan perbuatan curang dapat dikelompokkan 
dalam beberapa bentuk sebagai berikut: 
a. Perbuatan curang yang dilakukan oleh pemborong. 
b. Pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang. 
c. Rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berbuat curang. 
d. Pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang 
berbuat curang. 
e. Penerima barang Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang 
berbuat curang. 
f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. 
f. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam 
pengadaan 
 Tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan diatur 
secara tegas dalam Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 
2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: 
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 “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit 
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) : pegawai negeri 
atau penyelenggara negara baik langsung mapun tidak 
langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, 
pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan 
perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk 
mengurus atau mengawasinya”. 
 
g. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi 
Secara sederhana, gratifikasi dapat diartikan sebagai 
pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, 
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket 
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan Cuma-Cuma dan berbagai fasilitas lainnya baik 
yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri serta 
digunakan baik dengan saran elektronik atau tanpa sarana 
elektronik.54 
Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi diatur 
secara tegas dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c UU Nomor 
20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 
                                                          
54 Ibid. hal 187 
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G. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian 
pokok, yaitu:55  
1. Pre-Emtif 
Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisisan untuk mecncegah terjadinya tindak 
pidana.  Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma 
tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak 
akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor 
niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan lanjutan dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. 
 
                                                          
55 Ibid. hal 79 
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3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan 
hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan fokus studi di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas I Makassar, Polrestabes, Kejaksaan Negeri Makassar dan 
Pengadilan Negeri Makassar. Penulis memilih lokasi tersebut karena 
instansi tersebut yang berwenang dan berkompeten dalam 
memberikan data mengenai tindak pidana korupsi di kota makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 
1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dengan mengadakan 
pengamatan serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
instansi terkait sehubungan dengan objek penelitian. 
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan yaitu dengan menelaah literatul, artikel, serta 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku berkaitan dengan 
penelitian ini.  
C. Teknik Pengumpulan Data 
  Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada 
penelitian ini adalah :  
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1. Penelitan Pustaka (library research), yaitu memperoleh data 
melalui berbagai literatur yakni, buku, koran, jurnal ilmiah dan 
literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 
2. Penelitian Lapangan (field research), yaitu pengumpulan data 
dengan cara berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti. 
Dalam hal ini melakukan interview (wawancara) dengan pihak-
pihak instansi terkait guna memperoleh data yang akurat.  
D. Analisis Data 
Keseluruhan data yang diperoleh Penulis dari hasil penelitian 
baik dari data primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu, 
selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kemudian data tersebut 
dituliskan secara deskriptif guna memberikan gambaran yang jelas 
dan konkrit dari hasil penelitian Penulis nantinya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan korupsi 
Sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu 
bahwa korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang 
atau kekuasaan demi keuntungan diri sendiri atau orang lain atau 
korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 
Dalam kehidupan sehari-hari kita, mungkin istilah korupsi sudah tidak 
asing lagi terdengar di telinga kita masyarakat Indonesia, dikarenakan 
begitu banyaknya kasus yang terjadi setiap harinya yang diberitakan 
baik pada media cetak maupun media elektronik. 
Untuk penanganan kasus korupsi ini sendiri, diperlukan 
penangan  yang luar biasa dikarenakan korupsi juga merupakan 
kejahatan luar biasa (extraordinary crime) pula. Korupsi melibatkan 
berbagai pelaku baik itu pejabat politisi, pegawai negeri sipil maupun 
dari swasta. Dalam hal ini, perlu diketahui terlebih dahulu faktor 
penyebab terjadinya kejahatan korupsi dan kemudian merumuskan 
cara penanggulangannya. 
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai faktor penyebab 
ternyadinya kejahatan korupsi, maka penulis terlebih dahulu akan 
memaparkan data-data mengenai kejahatan korupsi yang terjadi di 
51 
 
kota Makassar dalam kurung waktu 3 tahun (2013-2015) yang penulis 
peroleh dari berbagai instansi tempat penulis meneliti terkait dengan 
objek penelitian penulis, yaitu Polrestabes Makassar, Kejaksaan 
Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 
Tabel I 
Jumlah Kasus Kejahatan Korupsi yang Dilaporkan dan 
Kasus Selesai di Polrestabes Makassar 
Tahun 2013-2015 
Sumber Data: Polrestabes Makassar 22 Desember 2016 
Berdasarkan tabel I diatas yang penulis uraikan, bahwa kasus 
kejahatan korupsi yang terlapor pada tahun 2013 di Polrestabes 
Makassar sebanyak 4 kasus terlapor. Kemudian pada tahun 2014 
sebanyak 11 kasus terlapor yang mana pada tahun ini mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013. 
Sementara, pada tahun 2015 kasus kejahatan korupsi yang dilaporkan 
No. Tahun Jumlah Laporan Kasus Selesai 
1. 2013 4 2 
2. 2014 11 2 
3. 2015 2 - 
Jumlah 17 4 
52 
 
menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2 kasus. Sementara 
itu, jumlah kasus yang selesai di Polrestabes Makassar pada tahun 
2013 sebanyak 2 kasus. Kemudian, pada tahun 2014 kasus yang 
selesai sebanyak 2 kasus. Sedangkan pada tahun 2015, tidak ada 
sama sekali kasus yang selesai pada tahun itu. Dari data diatas, dapat 
disimpulkan bahwa jumlah kasus yang dilaporkan ke Polrestabes 
Makassar dari tahun 2013-2015 sebanyak 17 kasus sedangkan jumlah 
kasus yang selesai pada tahun 2013-2015 hanya ada 4 kasus. Dari 
data di atas pula menunjukkan bahwa jumlah kasus yang mampu 
diselesaikan tiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah kasus yang 
dilaporkan. 
Tabel II 
Data Eksekusi Perkara Korupsi yang Diperoleh di   
Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2013-2015 
 
No. 
            
Tahun 
Jumlah eksekusi 
perkara 
1. 2013 11 
2. 2014 6 
3. 2015 12 
Jumlah              29 
Sumber Data: Kejaksaan Negeri Makassar 27 Desember 2016 
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Berdasarkan tabel II diatas, jumlah eksekusi perkara korupsi 
yang dilakukan okeh Kejasaan Negeri Makassar pada tahun 2013 
sebanyak 11 perkara. Kemudian pada tahun 2014 sebanyak 6 perkara 
korupsi. Pada tahun 2015 jumlah eksekusi perkara korupsi yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Makassar sebanyak 12 perkara. Dari 
data diatas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2013-2015 jumlah 
eksekusi perkara korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri 
Makassar sebanyak 29 perkara. 
Tabel III 
Data Perkara Korupsi yang Masuk di Pengadilan Negeri 
Makassar 
Tahun 2013-2015 
No. Tahun Jumlah Perkara 
1. 2013 119 
2. 2014 105 
3. 2015 98 
Jumlah              322 
Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar 28 Desember 2016 
Berdasarkan tabel III diatas yang penulis uraikan, bahwa data 
perkara korupsi yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar pada 
tahun 2013 sebanyak 119 perkara. Kemudian pada tahun berikutnya 
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yaitu di tahun 2014 jumlah perkara korupsi yang masuk sebanyak 105 
perkara, menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, jumlah 
perkara yang masuk adalah sebanyak 98 perkara. Dari data diatas, 
dapat disimpulkan bahwa jumlah data keseluruhan perkara korupsi 
yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2013-2015 
sebanyak 322 perkara dan disetiap tahunnya terjadi penurunan dari 
119 perkara menurun ke 105 perkara dan kemudian menurun menjadi 
98 perkara. 
Tabel IV 
Perbandingan jumlah Terpidana Korupsi Dilihat dari Latar 
Belakang Pekerjaan 
  Latar Belakang Pekerjaan 
No. Tahun PNS Swasta Wiraswasta JabatanPolitis  
1. 2013 7 - 2 1 
2. 2014 3 1 1 - 
3. 2015 9 2 1 - 
Jumlah  19 3 4 1 
Sumber Data: Kejaksaan Negeri Makassar 27 Desember 2016 
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Berdasarkan tabel IV diatas, pada tahun 2013 jumlah terpidana 
kasus korupsi yang berlatar belakang PNS sebanyak 7 orang, 
wiraswasta sebanyak 2 orang dan jabatan politis hanya 1 orang. 
Berbeda pada tahun 2014, jumlah terpidana yang berlatar belakang 
PNS sebanyak 3 orang, swasta 1 orang, dan wiraswasta 1 orang. 
Kemudian pada tahun 2015, jumlah terpidana yang berlatar belakang 
PNS sebanyak 9 orang, swasta sebanyak 2 orang dan wiraswasta 1 
orang. Total jumlah terpidana kasus korupsi dari tahun 2013-2015 
yang berlatar belakang PNS sebanyak 19 orang, kemudian swasta 
sebanyak 3 orang, wiraswasta sebanyak 4 orang dan jabatan politis 1 
orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah terpidana kasus korupsi 
yang berlatar belakang PNS lebih besar jumlahnya dibandingkan 
swasta,wiraswasta dan jabatan politis. 
Setelah penulis memaparkan data-data terkait kejahatan 
korupsi diatas, selanjutnya penulis akan memaparkan faktor-faktor 
yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan korupsi tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Abdurrahim, S.H. 
selaku jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Makassar mengemukakan 
bahwa ”faktor penyebab seseorang melakukan korupsi dikarenakan 
adanya niat dan kesempatan. Jika seseorang memiliki kesempatan 
untuk melakukan korupsi tetapi orang itu tidak memiliki niat maka hal 
itu mungkin tidak terjadi. Begitu pula dengan adanya niat untuk 
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melakukan tetapi kesempatannya untuk melakukan korupsi sangat 
kecil, hal ini bisa menyebabkan orang itu akan tetap terdorong untuk 
melakukan korupsi”. 
Beliau juga menambahkan faktor lain penyebab terjadinya 
kejahatan korupsi adalah karena adanya faktor politik. Faktor politik 
yang sering terjadi seperti pada pemilihan umum dimana seseorang 
yang menjadi calon di pemilihan tersebut dapat dengan mudahnya 
membeli suara atau menyuap beberapa orang atau anggota agar 
dapat memenangkan pemilihan tersebut.  
Kemudian, penulis juga melakukan wawancara dengan IPTU 
Supriyadi Anwar, M.H selaku Kanit Tipikor Polrestabes Makasssar 
mengemukakan beberapa faktor terkait penyebab terjadinya korupsi 
antara lain : 
1. Iman 
Iman merupakan faktor yang sangat penting. Jika seseorang tidak 
memiliki iman yang kuat, dia akan sangat mudah untuk melakukan 
suatu kejahatan termasuk korupsi. Berbeda dengan orang yang 
memiliki iman yang kuat, dia tidak akan melakukan kejahatan 
tersebut karena dia memiliki iman, dia akan sadar mana yang benar 
dan harus dilakukan dan mana yang tidak benar. 
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2. Kebiasaan 
Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan gaya hidup berfoya-
foya.  Kebiasaan seperti ini yang akan memicu seseorang untuk 
mendapatkan uang demi tuntutan gaya hidupnya meskipun uang 
yang dia dapatkan hasil dari kejahatan seperti korupsi apalagi 
kehidupan di Kota besar seringkali menjadi pendorong bagi orang 
untuk hidup bermewah-mewahan dan berfoya-foya. 
3. Keserakahan 
Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang 
profesional yang sudah berkecukupan tetapi memiliki sifat serakah 
yang tinggi yang masih juga merasa kurang dan memiliki hasrat 
besar untuk lebih memperkaya dirinya. Ketika hasrat akan dunia 
materi dan ingin memiliki kekayaan yang lebih lagi tidak mampu 
ditahannya dan kemudian akses kekayaan bisa diperolehhnya 
dengan cara berkorupsi, maka itulah yang menjadikan seseorang 
akan melakukan korupsi. 
4. Faktor Sosial 
Seseorang dapat melakukan kejahatan korupsi dikarenakan faktor 
sosial, baik dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Ketika 
keluarga mendorong untuk dipenuhi kebutuhannya sementara gaji 
yang diperoleh dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk itu, maka 
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disitulah terdapat peluang untuk melakukan kejahatan seperti 
korupsi. 
Untuk memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, 
maka penulis melakukan wawancara mendalam dengan 5 orang 
narapidana terkait kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I 
Makassar. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, beberapa 
diantaranya akan penulis paparkan. 
Pertama wawancara penulis dengan Bapak berinisial Y. Bapak 
Y ini berumur 63 tahun, pekerjaan sebagai Kepala Sekolah yang 
sudah menjabat kurang lebih 20 tahun. Pada tahun 2009, bapak Y 
mengelola dana yaitu danabos untuk sekolah dasarnya. Bapak Y 
diduga melakukan korupsi terkait dengan danabos tersebut. Bapak Y 
dituntut oleh LSM dan Kejaksaan Negeri Makassar. LSM dan 
Kejaksaan Negeri Makassar menemukan adanya bukti kalau bapak Y 
ada pertanggungjawaban di dalamnya. LSM menilai kalau ada 
penyimpangan, ada yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di 
dalam buku panduan danabos tersebut. Bapak Y kemudian dituntut 
oleh Kejaksaan dan tuntutannya sebesar Rp. 48.592.000,00 (Empat 
puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Bapak Y 
kemudian mengembalikan dana tersebut pada tahun 2013 dan bapak 
Y diberitahukan, kalau bapak Y mengembalikan dana tersebut sesuai 
dengan tuntutan maka tidak akan diproses lagi. Ditahun yang sama, 
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bapak Y tiba-tiba mendapatkan panggilan dari Pengadilan Negeri 
Makassar. Bapak Y mendapat panggilan kurang lebih 20 kali 
panggilan. Bapak Y terkejut karena dia pikir kasus ini sudah selesai, 
tetapi dia tetap memenuhi panggilan tersebut.  
Kemudian ganti kerugian yang bapak Y telah kembalikan tidak 
didapatkan bukti kalau bapak Y telah melakukan pengembalian uang 
ke negara. Jaksa meminta dana tuntutan tersebut pada tahun 2013 
lalu dan pada tahun yang sama bapak Y membayarnya, tetapi bukti 
penyetoran dana ke bank baru didapatkan pada oktober 2016. 
Kemudian, tuntutan dalam putusan hakim 1 tahun 4 bulan, 1 bulan 
subsidair denda Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Kemudian 
uang yang katanya bapak Y belum menyetorkan ke negara yang 
senilai Rp.48.592.000,00 (Empat puluh delapan juta lima ratus 
sembilan puluh dua ribu rupiah) dituntut 1 bulan, padahal seperti 
diketahui bapak Y sudah membayar dana tersebut di tahun 2013 dan 
baru ada pembuktian penyetoran ke bank pada oktober 2016 dan 
pembuktian pembayaran tersebut baru didapatkan disaat bapak Y 
sementara menjalani masa hukumannya. Bapak Y ini, juga tidak 
melaporkan ke kepolisian bahwa uang ganti kerugian yang sudah 
dibayarnya ada pada Kejaksaan karena menurut bapak Y begitu 
banyak alasan dari para penegak hukum itu sendiri. 
60 
 
Dalam kasus bapak Y, dapat dilihat dari sisi penegakan hukum 
yang masih kurang atau lemah dan masih dipandang tidak dapat 
memberikan keadilan. Bapak Y menganggap jika dia melaporkan dan 
ingin memproses masalah uang pengganti tersebut hanya membuang 
waktu saja karena pada akhirnya hasilnya akan sama yaitu hasil yang 
tidak ada sama sekali buat pihak yang dirugikan seperti bapak Y. Dan 
menurut bapak Y tindakan atau perbuatan yang dia lakukan  tidak 
sebanding dengan hukuman yang dia terima. Dalam kasus korupsi 
uang pengganti jika sudah dibayarkan tidak akan menghapus 
hukuman tepidana tersebut.  
Berbeda dengan hasil wawancara dengan Bapak Y diatas, 
Bapak T yang merupakan rekanan/mitra kerja pemerintah yang 
berumur 42 tahun terkait proyek jaringan air bersih dengan sistem 
pengeboran dan pembangkit listrik. Bapak T bercerita, dimulai dari 
proses tender, kemudian perusahaan menang dan pekerjaaan sudah 
diselesaikan. Pada saat penyelesaian pekerjaan, ada tanda terima 
penyerahan pekerjaan itu dikatakan sudah 100%. Kemudian yang 
menjadi permasalahannya adalah pada tahap pemeliharaan, alat yang 
digunakan itu tidak berfungsi dan tidak berfungsinya alat inilah yang 
dihitung sebagai adanya kerugian negara meskipun pekerjaan sudah 
selesai. Alat yang digunakan berupa instalasi turbin angin (jet pro).  
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Kemudian pak T menempatkan genset pada instalasi tersebut 
sebagai pengganti dari turbin angin (jet pro) agar air dapat diangkat 
dan dipompa dari sumur bor dan mesin genset  yang digunakan ini 
tidak termasuk dalam pengadaan instalasi air bersih dengan sistem 
pengeboran dan pembangkit listrik tersebut. Inilah yang 
mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp.3.025.496.119,00. (tiga 
miliar dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam seratus 
sembilan belas ribu rupiah). Di dalam putusan Mahkamah Agung, 
bapak T mengakui menyimpan uang sebanyak kurang lebih 
Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut 
tidak digunakan untuk kegiatan pembangunan proyek tersebut. 
 Berbeda lagi dengan kasus bapak D seorang kepala sekolah 
dasar. Bermula dari bapak D tersebut diangkat menjadi ketua LKMD 
(Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Kemudian dari dinas 
kehutanan memberikan dana ke beberapa desa sebesar 
Rp.53.000.000,00 (Lima puluh tiga juta rupiah) untuk membuat pintu 
air. Uang itu kemudian dikelola dan bangunlah bapak D ini pintu air di 
desa tersebut. 
Suatu saat, tiba-tiba jaksa datang menjemput bapak D karena 
katanya berdasarkan hasil pemeriksaan, dana Rp.53.000.000,00 (Lima 
puluh tiga juta rupiah) itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Katanya 
kalau di hitung-hitung ada kerugian negara sekitar Rp.22.000.000,00 
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(Dua puluh dua juta rupiah). Pintu air tersebut di bangun di beberapa 
desa. Ketika bapak D dijemput oleh jaksa, bapak D mengatakan jika 
memang ada kerugian negara Rp.22.000.000,00 (Dua puluh dua juta 
rupiah) tersebut, bapak D siap untuk membayarnya. Diketahui juga 
bahwa dana tersebut dibagikan pula dibeberapa desa. Bapak D 
mengatakan kepada jaksa katanya, kenapa hanya dia yang diperiksa 
oleh kejaksaan kenapa desa-desa lain tidak ikut diperiksa karena 
diketahui dana tersebut di terima pula di beberapa desa. Kemudian 
jaksa mengatakan kalau itu tidak bisa dilakukan dikarenakan bapak D 
ada yang melaporkannya. Bapak D dilaporkan oleh seseorang 
dikarenakan pada saat itu ada proses pemilihan kepala desa, 
kemungkinan ada yang ingin menjatuhkan bapak D pada saat itu 
dengan cara melaporkannya dan memasukkannya ke dalam penjara.  
Dapat dikatakan dalam kasus bapak D tersebut, terdapat unsur 
atau faktor politik di dalamnya yang dimana ingin menjatuhkan 
seseorang agar orang itu tidak dapat terpilih mau pun turut serta dalam 
pemilihan tersebut. 
Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara diatas 
baik dari kejaksaan, kepolisian hingga pelaku korupsi itu sendiri, dapat 
ditarik beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi yang dapat 
dikaitkan dengan teori yang diungkapkan oleh Jack Bologne yaitu, 
GONE theory meliputi : 
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1. Keserakahan (Greeds),  
2. Kesempatan (Opportunities),  
3. Kebutuhan (Needs), dan  
4. Pengungkapan (Exposures). 
Kemudian pendapat yang mengarah pada faktor eksternal 
penyebab terjadinya korupsi dapat dikaitkan dengan pendapat dari 
Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meliputi 4 faktor yakni: 
1. Faktor politik 
2. Faktor hukum 
3. Faktor ekonomi 
4. Faktor transnasional. 
B. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi oleh aparat penegak 
hukum 
Setelah mengetahui beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya 
kejahatan korupsi sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab 
terdahulu, maka sebagai langkah terakhir adalah merumuskan upaya 
yang ditempuh dalam menanggulangi masalah korupsi tersebut. 
Upaya penanggulangan korupsi dapat dilakukan dengan dua 
cara yaitu melalui cara preventif dan represif. 
1. Upaya Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan lanjutan dari upaya 
pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
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terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Menurut hasil wawancara penulis dengan Abdurrahim, S.H. selaku 
jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, beliau 
mengemukakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 
upaya penanggulangan tindak pidana korupsi secara preventif, 
yaitu : 
a. Melaksanakan penyuluhan, seminar atau sosialisasi terkait 
dengan bahaya korupsi itu sendiri dan beratnya penjatuhan 
hukuman  bagi koruptor. Hal ini ditujukan untuk semua 
masyarakat Indonesia khususnya yang sedang memangku 
jabatan. Menyampaikan dampak yang ditimbulkan dari korupsi 
itu sendiri seperti dampak sosial dan hukuman sosial yang 
dapat dirasakan bagi keluarga yang bersangkutan. 
b. Memberikan pendidikan moral agama yang dapat ditanamkan 
sejak dini pada setiap masyarakat Indonesia agar dapat 
memberikan kesadaran akan bahaya korupsi. 
c. Melakukan pengawasan di setiap instansi pemerintahan. 
Dengan melakukan pengawasan seperti ini akan mendorong 
mereka bekerja dengan cara yang profesional dan terhindar dari 
tindakan-tindakan yang koruptif. 
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d. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, jujur, bersih 
dari praktik korupsi dan bertanggung jawab. 
e. Sebisa mungkin untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan 
wewenang dan KKN. 
 
2. Upaya Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) 
dengan menjatuhkan hukuman. 
Menurut bapak Abdurrahim, S.H. upaya penanggulangan secara 
represif antara lain : 
a. Penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi. 
Dalam pelaksanaan proses beracara yang sesuai dengan 
aturan hukum yang berlaku dimulai dari penyelidikan kemudian 
tahap penyidikan yang dilakukan penuntutan oleh Jaksa 
penuntut umum, kemudian dilanjutkan pemeriksaan di 
pengadilan dan kemudian majelis hakim memutuskan dan 
mengadili terdakwa kasus korupsi tersebut. 
b. Menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang 
kejahatan korupsi itu sendiri . 
Adapun beberapa upaya penanggulangan secara represif yang 
dapat dilakukan, antara lain : 
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a. Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu dan tidak 
tebang pilih sehingga dapat memberikan efek jera. 
b. Memberikan sanski yang berat dan sanksi tambahan dengan 
mencabut hak-hak. 
c. Mengembalikan adanya kerugian negara. 
d. Pencekalan berpergian ke luar negeri bagi koruptor. 
e. Pemblokiran rekening serta penyitaan aset sebagai upaya 
memiskinkan para koruptor.  
Kemudian untuk kendala yang dialami pihak Kejaksaan dalam 
penanggulangan kasus korupsi ini, Abdurrahim, S.H selaku jaksa 
fungsional Kejaksaan Negeri Makassar mengungkapkan bahwa : 
“Dalam proses pemanggilan saksi kadang agak susah untuk 
menghubunginya dikarenakan saksi sudah berpindah alamat yang 
sudah tidak sesuai dengan apa yang tertera di KTP saksi”. 
Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh IPTU Supriyadi 
Anwar, M.H selaku Kanit Tipikor Polrestabes Makassar, mengatakan 
bahwa : 
1. Pelaku-pelaku sudah lebih pintar, lebih hebat, lebih mahir dalam 
menyembunyikan alat bukti. 
2. Pelaku dengan mudah bisa mengelabui polisi dalam proses 
penyidikan terutama dalam hal pembukuan yang pelaku 
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manipulasikan data-datanya sehingga pihak kepolisian kesulitan 
untuk membuktikan. 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan penulis dalam 
pembahasan dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
korupsi dapat diklasifikasikan atas dua faktor yakni faktor interal 
yang bersumber dari dalam diri manusia dan faktor eksternal yang 
bersumber dari luar diri manusia.  
a. Faktor internalnya antara lain adanya niat, tidak kuatnya iman 
seseorang, keserakahan dan kebiasaan hidup berfoya-foya. 
b. Faktor eksternalnya antara lain adanya kesempatan untuk 
melakukan kejahatan, adanya faktor sosial, faktor politik dan 
faktor penegakan hukum. 
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2. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan korupsi yang 
dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain sebagai berikut : 
a. Upaya Preventif. 
Melaksanakan penyuluhan, seminar atau sosialisasi terkait 
dengan bahaya korupsi itu sendiri dan beratnya penjatuhan 
hukuman  bagi koruptor. Kemudian memberikan pendidikan 
moral agama yang dapat ditanamkan sejak dini. Melakukan 
pengawasan di setiap instansi pemerintahan. Mewujudkan 
aparatur pemerintah yang profesional, jujur, bersih dari praktik 
korupsi dan bertanggung jawab. Sebisa mungkin untuk 
meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan KKN. 
b. Upaya Represif 
Penerapan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi, dalam 
pelaksanaan proses beracara yang sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku. Menetapkan berbagai peraturan perundang-
undangan tentang kejahatan korupsi. Penegakan hukum yang 
tegas dan tidak pandang bulu dan tidak tebang pilih sehingga 
dapat memberikan efek jera. Memberikan sanski yang berat dan 
sanksi tambahan dengan mencabut hak-hak, mengembalikan 
adanya kerugian negara, pencekalan berpergian ke luar negeri 
bagi koruptor, pemblokiran rekening serta penyitaan aset 
sebagai upaya memiskinkan para koruptor.  
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B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran 
yang dapat peneliti berikan dalam kasus ini adalah sebagai berikut : 
1. Kepada seluruh masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi 
memberikan dukungan dan bantuan untuk membantu 
memberantas kejahatan korupsi di indonesia. 
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia maupun KPK 
dan lembaga pengadilan yang memeriksa, menuntut dan mengadili 
terdakwa kejahatan korupsi secara tegas memberikan hukuman 
yang seberat-beratnya bagi para pelaku korupsi dan memberikan 
rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. 
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